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KEMENKEU. Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165 /PMK.03/2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN

Menimbang

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak;

b. bahwa untuk lebih memberikan keadilan, pelayanan,
kemudahan, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak
dalam menjalankan kebijakan Pengampunan Pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu
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Mengingat

Menetapkan

melakukan penyempurnaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b,
huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

tentang

Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 24  diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan

dan membayar Uang Tebusan atas Harta tidak
bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang
belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak,
harus melakukan pengalihan hak menjadi atas

nama Wajib Pajak.

(2)Atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada

(22)

ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak

Penghasilan, dalam hal:

a. permohonan pengalihan hak; atau

b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua
belah pihak di hadapan Notaris yang
menyatakan bahwa  Harta  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah benar milik
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat
Pernyataan, dalam hal Harta tersebut belum
dapat diajukan permohonan pengalihan hak,

dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31

Desember 2017.

Pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku

dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah

dan/atau  bangunan yang akan  dilakukan

pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) masih atas nama:

a. pihak perantara (nominee) yang namanya
digunakan oleh Wajib Pajak yang

menyampaikan Surat Pernyataan selaku
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pemilik sebenarnya untuk memperoleh tanah
dan/atau bangunan;

b. pemberi hibah;

c. pewaris; atau

d. salah satu ahli waris, dalam hal tanah

dan/atau bangunan tersebut telah terbagi.

(2b) Pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan

(3)

(4)

(9)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diberikan dalam hal:

a. telah terjadi pembelian tanah dan/atau
bangunan oleh Wajib Pajak dari pengembang
(developer); dan

b. terhadap hak atas tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum
dilakukan balik nama dari pengembang
(developer) kepada Wajib Pajak.

Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau
bangunan yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan
dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu Harta tambahan yang
telah diperoleh dan/atau dimiliki Wajib Pajak sebelum
akhir Tahun Pajak Terakhir.

Untuk keperluan balik nama atas Harta tidak

bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang

dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak
menyampaikan bukti pembebasan Pajak

Penghasilan kepada Notaris dan/atau Pejabat

Pembuat Akta Tanah berupa surat keterangan

bebas atau fotokopi Surat Keterangan.

Permohonan surat keterangan bebas Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diajukan oleh Wajib Pajak yang memperoleh Surat

Keterangan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar

sebelum dilakukan pengalihan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. fotokopi Surat Keterangan;
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b. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas
Harta yang dibaliknamakan;

c. fotokopi dokumen kepemilikan atas Harta yang
masih atas nama pihak-pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), dan akan
dibaliknamakan menjadi atas nama Wajib
Pajak; dan

d. surat pernyataan kepemilikan Harta yang
dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh
Notaris.

Surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atau

fotokopi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) berlaku sepanjang digunakan dalam

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 40

diubah, sehingga Palas 40 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 40
Wajib Pajak harus menyampaikan:
a. tanggapan atas surat peringatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
b. laporan sehubungan dengan penerbitan surat
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2);
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal surat peringatan dikirim.
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a atau menyampaikan tanggapan namun
diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 13 ayat (5) huruf a,

berlaku ketentuan sebagai berikut:



